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Abstrak
 

Perjanjian kawin dibuat untuk menyimpangi ketentuan persatuan harta perkawinan yang diatur dalam

undang-undang serta dibuat dengan akta otentik untuk kepastian tanggal akta dan didaftarkan agar berlaku

pada pihak ketiga yang terikat dengan para pihak pembuat perjanjian kawin. Akta otentik ini dibuat di

hadapan pejabat berwenang, yakni seorang Notaris yang tunduk pada suatu undang-undang khusus yang

mengatur jabatannya termasuk tugas, kewajiban serta tanggung jawabnya dalam membuat akta, yaitu

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris. Dengan tidak dibuatnya akta perjanjian kawin yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum

yang telah ditentukan, maka akta perjanjian kawin tersebut bisa dianggap cacat hukum dan batal demi

hukum dan menjadikan para pihak berada dalam persatuan harta perkawinan. Dalam penulisan ini, kasus

yang diangkat adalah kasus dimana diadakannya sebuah perjanjian kredit dan perjanjian jaminan yang

dibuat oleh Almarhum Suhendro Halim dengan PT Bank Negara Indonesia berdasarkan perjanjian kawin

yang cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak didaftarkan pada pegawai pencatatan perkawinan yang

berakibat pada dikembalikannya jaminan tersebut ketika harus dieksekusi kepada Ny. Ratnaria Tjandrasa

sebagai penggugat bersih dari jaminan. Dari sini kemudian penulis melakukan penelitian yuridis normatif

tentang tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam membuat akta perjanjian kawin serta

upaya hukum seperti apakah yang dapat dilakukan pihak ketiga yang dirugikan karena berada dalam posisi

tidak memiliki jaminan untuk pelunasan hutang perjanjian kredit yang masih berjalan.

......

The prenuptial agreement is made to deviate from the union of the marital assets which stipulated in the law

and made with an authentic deed for certainty of the date and registered to apply to third parties whose

bound by the prenuptial agreement makers. This authentic deed made before an authorized official, a Notary

who is subject to a special law that regulates his position including his duties, obligations and

responsibilities in making a deed, namely Law Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law

Number 30 years 2004 concerning Notary Position. With the absence of a prenuptial agreement deed in

accordance with predetermined legal rules, the prenuptial agreement deed can be deemed legally flawed and

null and void and makes the parties in the union of marital assets. In this paper, the case raised is the case in

which a loan agreement and guarantee agreement was made by the late Suhendro Halim with PT Bank

Negara Indonesia based on a prenuptial agreement that was legally flawed and null and void and was not

registered with the marriage registrar employee who resulted in the return of collateral when it must be

executed to Ny. Ratnaria Tjandrasa as the plaintiff free from collateral status. From this case, the writer

conducts a normative juridical analysis about the responsibility of the Notary in carrying out his position in
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making prenuptial agreement deeds and what legal remedies can be done by third parties who are

disadvantaged because they are in the position of having no collateral for repayment for the loan agreement.


